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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai “Nikah Sirri
dengan menggunakan Wali Muhakkam (Studi Kasus di Bungus Teluk Kabung

Kota Padang)”. Maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan nikah sirri dengan
menggunakan wali muhakkam antara lain: faktor kemudahan pengurusan,
faktor tidak terpenuhi syarat sebagai wali nikah, faktor ketidaksetujuan
wali nasab, faktor wali nasab tidak ada lagi, wali nasab tidak diketahui
keberadaanya. Dalam hukum Islam wali muhakkam tidak dapat dipakai
apabila masih terdapat wali nasab dan didaerah tersebut ada wali hakim
sehingga wali muhakkam tidak memiliki hak sebagai wali nikah bagi
responden.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Bungus Teluk Kabung untuk
meminimalisir terjadinya tren nikah sirri dengan menggunakan wali
muhakkam program penyuluhan dengan cara antara lain:

a. Pembinaan remaja melalui program BRUSH (Bimbingan Remaja Usia
Sekolah Harmonis). Yang dituju disini adalah siswa-siswi MTS dan MA
dengan memberikan penyuluhan dengan cara ceramah terkait batasan
dengan lawan jenis, pembinaan akhlak, dan bahayanya pergaulan bebas
yang memicu terjadinya nikah sirri. Dilakukan 1 kali dalam sebulan
secara teratur.

b. Pembinaan keluarga sakinah melalui majelis ta’lim yang dilakukan di
mesjid atau musholla yang ada di Bungus Teluk Kabung. Kegiatan ini
dilakukan 1 kali dalam seminggu dengan metode ceramah dan diskusi.
Pihak KUA memberikan ilmu terkait tentang wali nikah termasuk wali

muhakkam. Kegiatan ini ditujukan kepada kalangan ibuk-ibuk.
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c. Melalui Metode Ceramah jumat di mesjid yang dilakukan oleh kepala
KUA, Penyuluh dan penghulu.

d. Melalui penyuluhan di kantor Camat yang dilakukan oleh seluruh
perangkat KUA Bungus Teluk Kabung. Penyuluhan ini dilakukan 2 kali
dalam 1 tahun. Tema yang diberikan seputar pra nikah, Undang-Undang

Perkawinan, wali nikah, pencatatan perkawinan.

Meskipun segala upaya sudah dilakukan oleh pihak KUA untuk
meminimalisir tren nikah sirri dengan menggunakan wali muhakkam akan
tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat memilih nikah sirri
dengan menggunakan wali muhakkam itu kembali kepada diri masing-

masing.

3. Akibat hukum nikah sirri dengan menggunakan wali muhakkam terhadap
keabsahan perkawinan yaitu tidak sahnya pernikahan dari sisi hukum
agama tersebut sebab di daerah tersebut terdapat wali hakim. Secara
hukum negara (Kompilasi Hukum Islam/KHI Pasal 20 ayat 2), hanya wali
nasab dan wali hakim yang diakui, sementara wali muhakkam tidak diatur
dan tidak relevan di wilayah dengan ketersediaan wali hakim.

5.1Saran
1. Kepada masyarakat
a. Masyarakat Bungus Teluk Kabung jangan menggunakan wali muhakkam
lagi untuk menikah sirri karena bisa berakibat fatal terhadap keabsahan
perkawinan jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahan
tidak sah secara agama maupun secara negara
b. Agar kepada masyarakat lebih terbuka untuk mencatatkan perkawinan
agar mendapatkan kepastian hukun, dan apabila terkendala sesuatu bisa
disampaikan kepada pihak KUA agar bisa dicari solusi untuk mengatasi

masalah yang dihadapi.
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2. Kepada KUA

a. Kepada pihak KUA Bungus Teluk Kabung agar lebih meningkatkan
sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang jauh dari kawasan KUA
dalam mengatasi nikah sirri dengan menggunakan wali muhakkam.

b. Perlu diadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama
agar bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
bahwa pernikahan tanpa dicatatkan secara resmi bisa merugikan salah
satu pihak terutama pada perempuan dan anak.

3. Kepada wali muhakkam
a. Agar tidak menjadi wali nikah yang tidak sah sebagai tempat mencari
penghasilan karna itu berdampak kepada keabsahan perkawinan.
4. Kepada keluarga
a. Agar mencari atau menghubungi wali yang berhak untuk menikahkan
putrinya apabila ada kendala maka adukan saja kepada KUA terkait wali

tersebut.
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